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LAMPIRAN I  :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 

  NOMOR  : 10 TAHUN 2011 

  TANGGAL  : 14 JUNI 2011 

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SUMBER : PETA RBI, BAKOSURTANAL TAHUN 2002 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN NGAWI 

TAHUN 2010 - 2030 

PETA 
RENCANA STRUKTUR RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

PPK 

  NO. PETA : 4 



LAMPIRAN II  :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 

  NOMOR  : 10 TAHUN 2011 

  TANGGAL  : 14 JUNI 2011 

PETA RENCANA POLA RUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA TATA RUANG WILAAH 
KABUPATEN  NGAWI 

TAHUN 2010  -  2030 

PETA 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH 

KABUPATEN 

 SUMBER : PETA RBI, BAKOSURTANAL TAHUN 2002 

  NO. PETA : 16 



 

LAMPIRAN III  :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 

  NOMOR  : 10 TAHUN 2011 

  TANGGAL  : 14 JUNI 2011 

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kawasan Perikanan di Kabupaten Ngawi akan 
terkonsentrasi di wilayah Waduk Pondok yaitu di 
Kecamatan Bringin dengan rencana penyediaan 

infrastruktur yang memadai baik lembaga 
penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI, 
infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan 

kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, 
lembaga perbankan dan koperasi perikanan serta 

pasar ikan. 

Kecamatan Ngrambe sebagai kawasan agropolitan 

dengan fungsi Kota Tani Utama dimana sector 

holtikulturan dan perkebunan sebagai komoditas 

unggulan  

Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Sine dan desa-

desa disekitar Kecamatan Ngrambe dan Paron 

berfungsi sebagai Kota Tani dan Kawasan Sentra 

Produksi 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN  NGAWI 

TAHUN 2010 - 2030 

PETA  
RENCANA PENETAPAN KAWASAN 

STRATEGIS KABUPATEN 
 
 

  SUMBER : RBI, BAKOSURTANAL TAHUN 
2002 

NO. PETA : 17 



 

LAMPIRAN IV  :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 

  NOMOR  : 10 TAHUN 2011 

  TANGGAL  : 14 JUNI 2011 

 

INDIKASI PROGRAM UTAMA 
 

NO RENCANA KEBIJAKAN 
KEBUTUHAN 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM UTAMA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

 
INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAPAN 

I II III IV 

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten  

1 
Sistem 

Perdesaan 

Pengembangan 
kawasan perdesaan 

Pengembangan kawasan 
perdesaan berbasis hasil 
perkebunan di Kecamatan 
Sine, Kendal, Ngrambe, 
Jogorogo dan 
Padas.(Kabupaten Ngawi 
bagian selatan) 

 Pengembangan pusat 
perkebunan dan pasar 
perkebunan di kecamatan 
Ngrambe  

APBD Kab Dinas Pertanian dan 
Kehutanan, Dinas 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, 
Dinas Koperasi, 
Industri dan 
Perdagangan. 

√ 
 
 
 

√ 
 
 

  

Pengembangan 
kawasan Agropolitan 

 
Mendorong pertumbuhan 
kawasan perdesaan di 
Kecamatan Ngrambe 
 

 Promosi hasil produk 
pertanian 

 Pengadaan infrastruktur 
penunjang, 

 berbasis teknologi modern 

APBD Kab Dinas Pertanian dan 
Kehutanan, Dinas 
Bina Marga, Dinas 
Koperasi, 
Perindustrian dan 
perdagangan. 

  √ 
 
 
 

 

2 
Sistem 

Perkotaan 

Pengembangan orde 
perkotaan 

 
Pengembangan ibukota 
kabupaten sebagai PKL 
 

 Peningkatan akses ke arah 
pusat 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab 

Departemen PU, 
dinas Bina Marga 
Provinsi, Dinas Pu 
Bina Marga 
Kabupaten Ngawi. 

√ √  

 

Pengembangan 
perkotaan utama 
sebagai PKL, PKLp dan 
PKK 

Pengembangan perkotaan 
Ngawi 

 Pengembangan kawasan 
industri 

 Pengembangan permukiman 

 Pengembangan jalan 
kolektor 

 Pembangunan jalan lingkar 
(ring road) 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab 

Departemen 
Perhubungan,  
Dishub Provinsi, Dis 
Hubpar Kabupaten , 
Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan 
Perdagangan,  Dinas 
Pu Ciptakarya. 

√ √ √ √ 

Hirarki (besaran) 
perkotaan 

Kecamatan Ngawi sebagai 
PKL yang memberikan 
pelayanan kepada PKLp 
dengan fungsi kegiatan 
primer, dengan orientasi 
pelayanan regional 

 Peningkatan sarana-
prasarana penunjang 
perkotaan  

APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab 

Departemen PU, 
Dishub dan Dinas 
Binamarga Provinsi, 
Dinas PU 
Ciptakarya, Dinas 
PU Binamarga 
Kabupaten Ngawi 

  

√ 

 

Sistem & fungsi 
perwilayahan 

 
Mendorong pembentukan 
pusat pelayanan 
 

 Peningkatan akses ke arah 
pusat Pelayanan 

APBD Kab Dinas Pu Binamarga, 
Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Dinas Perhubungan 
Kabupaten  

  

√ √ 

Fasilitas perkotaan 

 
Pengembangan perkotaan 
Kabupaten Ngawi  
 

 Pengembangan infrastruktur 
kawasan 

APBD Kab Dinas PU 
Binamarga, Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata,  Dinas 
Perhubungan 
Kabupaten  

   √ 



NO RENCANA KEBIJAKAN 
KEBUTUHAN 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM UTAMA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

 
INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAPAN 

I II III IV 

Prasarana wilayah 

 
Mewujudkan jalan internal 
provinsi melalui 
pengembangan jalan 
tembus 
  

 Peningkatan jalan dari 
kolektor menjadi arteri 

 Peningkatan kualitas jalan 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab 

Dinas PU, Dishub 
dan Dinas 
Binamarga Provinsi, 
Dinas PU 
Binamarga, Dinas 
Perhubungan, dan 
BPN Kab. 

  

√ 
 

√ 
 

B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan  

1 
Penetapan Fungsi 
Kawasan 
Perdesaan 

Pengembangan produk 
unggulan 

 
Mendorong eksport hasil 
pertanian unggulan daerah 
 

 

 Pengembangan sentra 
produksi-pemasaran pada 
pusat kegiatan ekonomi di 
Kecamatan Ngawi 

APBD Kab Din. pertanian, 
perke-bunan 
Propinsi, Din. 
pertanian & 
Kehutanan 
Kabupaten. 

  

√ 

 

Pengembangan sistem 
agropolitan 

 

Pengembangan produk 
unggulan, pengolahan dan 
perluasan jaringan di kec : 
Kecamatan Ngrambe 
sebagai Kota Tani Utama 
dan desa/kecamatan 
dikawasan sekitarnya 
sebagai penunjang 
 

 

 Pengembangan pasar 

 Pengembangan sub terminal 
agribisnis 

 Pengembangan kelembagaan 
sistem agribisnis (penyedian 
agroinput, pengolahan hasil, 
pemasaran dan penyedia 
jasa). 

 

APBD Kab 

 
 
 

Din. pertanian &  

Kehutanan, Dinas 
PU Ciptakarya, Dinas 
Pertanian, Dinas 
Perkebunan, 

√ √ √ √ 

2 
Penetapan 
Fungsi Kawasan 
Perkotaan 

Pelayanan sosial 
ekonomi 

 
Pengembangan perkotaan 
sebagai pusat pelayanan 
sosial – ekonomi 
 

 

 Ngawi sebagai ibukota 
kabupaten 

 Ngrambe sbg kota kawasan 
Agropolitan 
 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab 

Dinas PU, DKP, Dept 
Perhub, Pelindo, 
Perhutani, Kemtr 
Neg LH, Menpera, 
BPN, Dept Perindag, 
Bappenas, 
Dinas Binamarga 
Prov, DKP Prov, Din 
Perhub Prov, Dianas 
Permukiman Prov, 
BPN Provinsi, Dinas 
Perindag Prov, 
Bappeprov, 
Dinas PU Binamarga 
Kab, Din. Peternakan 
dan kesehatan 
hewan, Dinas 

Perikanan & 
Kelautan Kab, Dinas 
perhubungan Kab, 
Dinas Kebudayaan & 
Pariwisata Kab, 
Dinas Pu Ciptakarya 
Kab, BPN Kab, Dinas 
Koperasi,Industri 
dan Perdagangan 
Kab, Bappekab, 
Dinas Pertanian & 
Kehutanan Kab.  

  

√ √ 
 



NO RENCANA KEBIJAKAN 
KEBUTUHAN 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM UTAMA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

 
INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAPAN 

I II III IV 

Pengembangan 
perkotaan IKK 

 
Pemenuhan fasilitas 
perkotaan dan peningkatan 
interaksi kawasan 
 

 
Penyediaan sarana 
penunjang 

APBD Kab Dinas PU Ciptakarya 
Kab, Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab, 
Dinas Perhubungan 
Kab. 
 
 

  √ √ 

C. Pengembangan Prasarana Wilayah 

1 
Transportasi 
Jalan Raya 

Pengembangan jalan 

 
Pengembangan jalan 
penghubung dan jalan 
tembus/sirip antar wilayah 

 Jalan tol Solo -  
Mantingan –Ngawi  dan 
Ngaw- Kertosono  

 Jalan kolektor menjadi arteri 

 Jalan penghubung desa dan 
kota 

 Jalan Lingkar (ring road) di 
Kecamatan Ngawi 

 Peningkatan kualitas jalan 

APBN, APBD Prov, 
APBD Kab. 

Dept PU, Dinas 
Binamarga Prov, 
Dinas PU 
Binamarga Kab, 
BPN Kab, 
Bappekab, Dinas 

Pu Ciptakarya, 
Dinas 
Perhubungan 
 

√ √ √ √ 

Pengembangan 
infrastruktur 
pendukung  

Pengembangan terminal  

 Pembangunan Terminal 
Kertonegoro type A  

 Peningkatan pelayanan 
terminal 

 Infrastruktur pendukung 
terminal 

 
 

APBN, APBD Prov, 
APBD Kab. 

Dinas Binamarga 
Kab, BPN Kab, 
Bappekab, Dinas 
Pu Ciptakarya, 
Dinas 
Perhubungan. 

√ √   

2 
Transportasi 
Kereta Api 

Transportasi massal 

Pengembangan sistem 
transportasi massal & 
infrastruktur 
pendukungnya 

 Pengembangan jaringan 
double track      

 Pengembangan jalur KA 
komuter 

BUMN PT KAI, Dinas 
Perhubungan 

  

√ √ 

3 
Prasarana 
Telekomunikasi 

Optimalisasi pelayanan 

Pengembangan prasarana 
penunjang 

 Penyediaan tower BTS (Base 
Transceiver Station) secara 
bersama 

 Pengadaan sistem internet, 
3G dan GPS 

 
 
Swasta 
 
 

 
 
Swasta 
 
 

√ √ √ √ 

Peningkatan jumlah dan 
mutu telekomunikasi 

 Penerapan teknologi 
telekomunikasi berbasis 
teknologi modern 

 Pembangunan teknologi 
telekomunikasi pada wilayah - 
wilayah pusat pertumbuhan 
seperti di Kecamatan Ngawi, 
Paron, Mantingan dan 
Karangjati. 

Swasta Swasta  √ 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

 

4 
Prasarana 
Pengairan 

Optimalisasi pelayanan 

Peningkatan sarana dan 
prasarana pendukung 

 

 Pengembangan waduk, 
bendung, cek dam,  
pengelolaan DAS Bengawan 
Solo dan Kali Madiun 

 Penanaman pohon pencegah 
longsor 

APBD Kab Dinas Pengairan √ √ √ √ 



NO RENCANA KEBIJAKAN 
KEBUTUHAN 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM UTAMA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

 
INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAPAN 

I II III IV 

 Pembangunan dan 
perbaikan pintu air 

 

5 
Prasarana 
Energi/ Listrik 

Optimalisasi pelayanan 

Peningkatan kapasitas 
listrik 

 Penambahan dan perbaikan 
jaringan 

 Peningkatan infrastruktur 
pendukung 

 Pengembangan sumber 
listrik (PLTA baru) 

BUMN PLN 

  

√ √ 

6 
Prasarana 
Lingkungan 

Optimalisasi tingkat 
penanganan 

 
Peningkatan sarana dan 
prasarana pendukung 
 

 Pengadaan TPA regional 

 Pengadaan TPS skala lokal 
(per sswp) 

APBD Prov, APBD - 
Kab,  

Dinas Permukiman 
Prop, Dinas PU 
Ciptakarya. 

√ √ 

 

 

D. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten  

1 Kawasan Lindung 
Pemantapan Kawasan 
Lindung 

Pemantapan kawasan 
lindung bernilai strategis 
dalam penyediaan air 

 Pengembalian fungsi lindung 
dgn reboisasi 

 Penanganan secara teknis 

 Pengembangan hutan dan 
tanaman tegakan tinggi 
terutama pada kawasan kaki 
Gunung Lawu seperti 
Kendal, Jogorogo, Sine, 
Ngrambe, Mantingan dan 
Bringin. 

APBN, APBD Kab. 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapeda, 
BPN Kab, Dinas 
peternakan dan 
Kesehatan Hewan, 
Dinas Perikanan dan 
Kelautan. 

√ √ √ 

 

Pemantapan kawasan 
perlindungan setempat 

 Perlindungan setempat 
sepanjang sungai dibatasi 
untuk kepentingan 
pariwisata dan 
mengupayakan sungai 
sebagai latar belakang 
kawasan fungsional; 

APBN, APBD Kab. 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapedda, 
BPN Kab, Dinas PU 
Pengairan Kab. 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
  

 Pengelolaan DAS Bengawan 
Solo untuk air baku 

APBN, APBD Kab. 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapedda, 
BPN Kab, Dinas PU 
Pengairan Kab. 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

 Waduk dan mata air dibatasi 
untuk pariwisata dan 
menghindari bangunan 
radius pengamanan 
kawasan dan 
mengutamakan vegetasi 
yang memberikan 
perlindungan waduk dan 
mata air; 

APBN, APBD Kab., 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapedda, 
BPN Kab, Dinas PU 

Pengairan Kab. 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

 Pemanfaatan sumber air dan 
waduk untuk irigasi 

APBN, APBD Kab., 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapedda, 
BPN Kab, Dinas 
Pengairan. 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

 



NO RENCANA KEBIJAKAN 
KEBUTUHAN 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM UTAMA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

 
INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAPAN 

I II III IV 

Pemantapan kawasan Cagar 
Budaya 

 Memelihara nilai dan 
fungsinya sebagai 
peninggalan sejarah, objek 
penelitian dan pariwisata 

 Pelaksanaan kerjasama 
pengelolaan kawasan 

APBN, APBD Kab., 
Perhutani 

UPT Kementrian 
Kehuanan, 
Perhutani, Bapedda, 
BPN Kab, Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata. 

√ √ √ 

 

2 Kawasan budaya 
Pengembangan 
Kawasan Budidaya 

Pengembangan hutan 
produksi bernilai ekonomi 
tinggi dengan fungsi 
lindung 

 Reboisasi tanaman untuk 
menahan tanah 

 Pengembangan aneka 
produk olahan 

 Mengembangkan hutan 
rakyat 

 
 

APBN, APBD Kab. 
Perhutani 

Dinas Pertanian, 
Perkebunan dan 
Kehutanan, 
Bapedda, BPN Kab, 
Dinas Perhubungan, 
Dinas Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan, Dinas 
Perikanan dan 

Kelautan. 

√ √ √ 

 

 
Pengembangan kawasan 
pertanian dan pengolahan 
dihasil produksi 
berorientasi peningkatan 
nilai ekonomi dan ekspor  
 

 Pengembangan hortikultura 
untuk eksport 

 Pengembangan breeding 
centre 

 Pengembangan Industri 
Perikanan di Kecamatan 
Ngawi dan  Kecamatan 
Bringin. 

APBN, APBD Kab., 
swasta 

Din. pertanian, per-
kebunan & 
Kahutanan, Dinas 
PU Pengairan, Dinas 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, 
Dinas Perikanan dan 
Kelautan. 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
Pengembangan kawasan 
peruntukan industri 
 

 Pengembangan kawasan 
industri di kawasan 
potensial yaitu Mantingan 
industri pengeolahan kayu 
jati, Ngawi industri 
pengolahan kedelai. 

APBN, APBD Prv dan 
APBD Kab 

Disperindag Prov, 
Dis Koperasi, 
Industri dan 
Perdagangan Kab 

  √ √ 

Pengembangan kawasan 
pariwisata 

 Mengembangkan obyek 
wisata utama yaitu Wisata 
Pemandian Tawun, Waduk 
Pondok, Museum Trinil, 
Benteng Van Den Bosch, Air 
Terjun Srambang, 
Perkebunan Teh Jamus  dan 
Monumen Suryo. 

 Mengkaitkan kalender wisata 
nasional  

 Pengadaan kegiatan festival 
wisata atau gelar seni 
budaya 

APBD Kab Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Dinas Koperasi, 
Perdagangan dan 
perindustrian Kab. 

  

 √ 
 


